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This study aims to determine the Village Chief's Policy in Increasing Public Awareness
to Pay Land and Building Taxes in the Village Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi.The problem of this research has not been the maximum policy of
the village head in raising public awareness to pay for land and building tax in the village Koto
Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingithis is due to an error
from the taxation institution in measuring the land so that the community does not want to pay
taxes this is seen from the recapitulation of per-tax tax decreases. The type of this research is
qualitative research while the informants in this study amounted to 12 people consisting of
village heads, heads of development affairs, and village communities, who became key
informants namely the village head. The data sources used are primary data and secondary
data, while the data collection methods carried out are observation, interviews, documentation,
and triangulation. With the method of qualitative interactive model data analysis. Based on the
result of research obtained through interviews, observation and documentation, it is understood
that the obligations of the villange community is willing to comply with the policy of the village
head to obey the rules for paying land and building taxes in Koto Tuo Kopah 99,9%.
Keywords: Policy PBB
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Kepala Desa Dalam
Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa
Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.Permasalahan
penelitian ini belum maksimalnya kebijakan kepala desa dalam meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk membayar pajak bumi dan Bangunan Di Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan
Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi hal ini dikarenakan adanya kesalahan dari
lembaga perpajakan dalam pengukuran tanah sehingga masyarakat tidak mau membayar pajak
hal ini dilihat dari rekapitulasi pajak peretahun menurun. Jenis penelitian ini adalah penelitian
kualitatif adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang terdiri dari kepala desa,
kepala urusan pembangunan, dan masyarakat desa, yang menjadi informan kunci yaitu kepala
desa. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan metode
pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi.
Dengan metode analisis data model interaktif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang
didapat melalui wawancara, obeservasi dan dokumentasi dapat dipahami bahwa kebijakan
kepala desa berperan dengan baik sehingga masyarakat desa sudah mau mematuhi kebijakan
kepala desa tersebut untuk taat akan peraturan membayar pajak bumi dan bangunan sehingga
pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa koto tuo kopah mencapai 99,9%.
Kata Kunci : Kebijakan PBB
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1. PENDAHULUAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara
pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata
berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945. Salah satu upaya dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mewujudkan masyarakat
adil, makmur dan merata dengan menyelenggarakan otonomi daerah. Adanya otonomi
daerah pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan memberikan otonomi
luas pada daerah, diharapkan untuk dapat mempererat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyeraha, pelimpahan dan
penugasan urusan pemerinah di berikan kepada daerah agar dapat terlaksana secara
nyata dan bertanggung jawab, serta di ikuti dengan peraturan pembagian dan
pemanfaatan sumber daya nasional secara adil. Termasuk pertimbangan keuangan
keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai daerah otonom,
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-
prinsip pemerintahan yang bersih. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi
daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan
selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Pada
dasarnya warga Indonesia berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dan melakukan
kegiatan. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan dapat mengatur kepentingan
rakyat maka roda pemerintahan harus berjalan dengan lancar. Untuk itu, dibutuhkan
biaya yang berasal dari pajak, salah satunya pajak bumi dan bangunan.
Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
mengenai seberapa jauh pengaruh kebijakani terhadap kesadaran masyarakat untuk itu
peneliti mengambil judul penelitian: “Kebijakan Kepala Desa Dalam Meningkatkan
Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Koto Tuo
Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”.
2. LANDASAN TEORI
2.1 Tinjauan Pustaka
2.1.1 Ilmu Administrasi Negara
Menurut Sondang P. Siagian, ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai suatu
objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumus yang melalui objek ilmiah
yang memiliki percobaan yang sistematis dilakukan yang berulang kali, telah teruji
kebenarannya. Prinsip-prinsip dalil-dalil dan rumus-rumus mana dapat diajarkan dan
dipelajari (Syafiie, 2010: 3)
Administrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu administrare
yang berarti melayani, membantu.Sedangkan dalam bahasa Inggris, menggunakan
istilah administration yang sebenarnya dari kata Ad (intensif) dan ministrare (to serve)
yang berarti melayani.
2.1.2 Kebijakan
Kebijakan secara umum adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan
petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum
kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, kebijakan adalah terjemahan dari
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kata policy. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang
menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh
pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatankegiatan berulang yang rutin dan
terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.
2.1.3 Kesadaran Masyarakat
Penelitian Rogers (1974) mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi
perilaku baru, didalam diri orang tersebut terjadi proses yang berurutan yakni :
1. Awareness (kesadaran), yakni orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui
stimulus (objek) terlebih dahulu.
2. Interest, yakni mulai tetarik pada stimulus.
3. Evaluation, menimbang-nimbang baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya.
Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi.
4. Trial, orang telah mulai mencoba perilaku baru
5. Adoption, subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan
sikapnya terhadap stimulus.
kesadaran diartikan sebagai kondisi terjaga atau mampu mengerti apa yang
sedang terjadi. Kedua kesadaran diartikan sebagai semua ide, perasaan, pendapat, dan
sebagainya yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Selain itu kesadaran
diartikan sebagai pemahaman atau pengetahuan seseorang tentang dirinya dan
keberadaan dirinya.
2.1.4 Desa
Menurut Soetardjo dalam Thomas (2013) desa dapat dipahami sebagai suatu
daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa
(memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini menekankan
adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk.
Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat. Bahwa kepentingan dan kebutuhan
masyarakat desa hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa dan bukan
pihak luar. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bataswilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
2.1.5 Pajak
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia dalam hal ini Undang-Undang No.
12 tahun 1985, telah dijelaskan tentang pengertian pajak secara umum maupun landasan
penerapan Pajak Bumi dan Bangunan.
1. Pajak adalah merupakan salah satu sumber penerimaan negara sangatpenting artinya
bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunannasional sebagai pengamalan pancasila
yang bertujuan untukmeningkatkan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu
dikeloladengan meningkatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan kemampuannya.
2. Bumi dan bangunan adalah memberikan keuntungan dan ataukedudukan sosial
ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yangmempunyai suatu hak atasnya atau
memperoleh manfaat dari padanya,dan oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan
sebagian manfaat atau kenikmatan yang diperoleh kepada negara melalui pajak (1985).
2.1.6 Manajemen Sumber Daya Manusia
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Nawawi dalam Irham (2016: 1) mengemukakan bahwa Sumber daya manusia
adalah sebagai salah satu unsur dalam organisasi dapat diartikan sebagai manusia yang
bekerja dalam suatu organisasi. SDM juga disebut dengan personil, tenaga kerja,
pekerja, karyawan, potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan
eksistensinya atau potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal
nonmaterial dalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata
secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.
2.2.Kerangka Pemikiran
Sumber: modifikasi Peneliti 2019
2.3 Hipotesis
Kebijakan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk membayar Pajak
Bumi dan Bangunan Di Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan
Singingi.
Kebijakan Kepala Desa
1. Segera membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) sebelum tanggal jatuh tempoh atau
sebelum aparatur pemerintah desa melakukan sistem door to door .
2. Pembayaran dapat dilakukan di bank atau di PPOB online atau bisa dititipkan ke kolektor PBB
3. Bagi warga masyarakat yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi penahanan kupon
sembako. Dan akan dikenai denda 2% perbulan dari total pajak.
4. Warga masyarakat yang ingin mengajukan pembetulan SPPT (pipil pajak) yang salah dalam
penulisan atau dianggap tidak benar, dapat dititipkan kepada kepala dusun masing-masing atau
langsung ke balai desa koto tuo, dengan membawa syarat :
a. Fotocopy sertifikat tanah/bangunan
b. Fotocopy KK/KTP









Sumber :Van Meter dan Van Horn dalam Dwiyanto Indiahono (2009:38-39)
Terciptanya Kesadaran Masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Koto
Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
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Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian diatas, hipotesis yang diajukan
dalam penelitian ini adalah : “Diduga Kebijakan Kepala Desa Belum Meningkat
Kesadaran Masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Koto Tuo
Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.”
2.4 METODE PENELITIAN
2.4.1 Jenis Penelitian
Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu survey tingkat eksplanasi
deskriptif analisa kualitatif.Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada
populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang
diambil dari populasi tersebut. (Sugiyono, 2017: 7)
2.4.2 Informan
Teknik penentuan sampling yang peneliti gunakan Purposive






1 Kepala Desa 1 8,33
2 Kepala Urusan Pembangunan 1 8,33
3 Masyarakat Desa 10 83,33
Jumlah 12 100%
2.4.3 Sumber Data Penelitian
Data Primer
Yaitu data yang diperoleh langsung dari keterangan yang diberikan oleh
responden dilapangan. Responden merujuk kepada individu atau seseorang yang dapat
memberikan informasi dasar mengenai masalah yang akan diteliti yaitu hasil dari
wawancara dengan para responden yang telah ditentukan.
Data Sekunder
Yaitu data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun landasan penelitian
guna memperjelas permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari Desa Koto Tuo
Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
2.4.4 Lokasi Penelitian
Penelitian yang penulis lakukan ini pada Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan
Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Alasan memilih lokasi penelitian
ini adalah karenaingin tahuseberapa besar Kebijakan Kepala Desa dalam meningkatkan
Kesadaran Masyarakat Desa untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Koto
Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
2.4.5 Fokus Penelitian
Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu Kebijakan Kepala Desa dalam
meningkatkan Kesadaran Masyarakat Desa untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan
Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
2.4.6 Metode Pengumpulan Data
Observasi
Menurut Sugiyono (2008 :162) observasi merupakan suatu proses yang kompleks,
suatu proses yang tersusun dari pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan dengan
50
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observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja,
gejalah-gejalah alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.
Wawancara
Wawancara digunkan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin
melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan
juga apabila peneliti igin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam, dan
jumlah responden yang sedikit/kecil (Sugiyono, 2017:157).
Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.Dokumen bisa
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono,
2009:240).
Triangulasi
Triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh
peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak
mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.
2.4.7 Metode Analisis Data
Reduksi Data
Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-
catatan tertulis dari lapangan.
Penyajian Data (Display Data)
Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya
penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data
ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus
dilakukan.
Penarikan Kesimpulan
Merupakan tahap akhir proses pengumpulan data yang dimaknai sebagai
penarikan arti data yang telah ditampilkan.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Indikator Standar, sasaran kebijakan kepala desa dalam meningkatkan pajak
bumi dan bangunan adalah masyarakat wajib pajak agar terpenuhinya penerimaan
pajak di Desa Koto Tuo setiap tahun pajak sehingga tidak ada lagi masyarakat yang
lalai membayar pajak Bumi dan Bangunan sehigga dijadikan pembaran pajak sebagai
kebutuhan dan tanggung jawab dari keluarga.
Indikator Kinerja, kinerja pencapaian kebijakan kepala desa di Desa Koto
Tuo dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bagunan sangat baik dan tinggi tingkat
pencapaiannya, hal ini dapat dilihat dari wawancara penulis dengan berbagai informan
baik dan pihak pemerintahan atau dari masyarakat itu sendiri bahwa adanya semangat
dan motivasi serta tanggung jawab masyarakat wajib pajak untuk membayar Pajak
Bumi dan Bangunan sesuai dengan tahun pajak.
Indikator Sumber Daya, Sumber Daya pencapaian kebijakan kepala desa di
Desa Koto Tuo dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bagunan berpengaruh terhadap
kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
Indikator Komunikasi, kebijakan kepala desa dalam meningkatkan kesadaran
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masyarakat desa Koto Tuo dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sudah baik
bahkan koordinasi dan komunikasi atar kelompok berjalan dengan baik sesuai dengan
arahan dan intruksi dari kepala desa.
Indikator Karakteristik, kebijakan kepala desa dalam meningkatkan kesadaran
masyarakat desa Koto Tuo dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sudah baik
nilai-nilai kesadaran dan saling percaya antara masyarakat dengan petugas pemungutan
pajak terjalin dengan baik, penyampaian intruksi dan komunikasi internal dalam
meningkatkan pajak bumi dan bangunan dilaksanakan dengan sangat baik oleh kepala
desa kepada petugas pemungutan pajak, perangkat desa sampai proses ke masyarakat
disampaikan secara formal maupun nonformal.
Indikator Lingkungan Sosial, kebijakan kepala desa dalam meningkatkan
kesadaran masyarakat desa Koto Tuo dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
sudah baik jika dilihat dari karakteristik lingkungan sosial tidak menemui kendala yang
berarti sehingga penerapan kebijakan berjalan dengan baik. Masyarakat sebagai wajib
pajak yang merupakan lingkungan implementasi menerima dengan jelas kebijakan
kepala desa tentang pajak, meskipun ada sebagian masyarakat yang terpengaruh dari
lingkungan luar karena perbedaan jumlah pembayaran namun sudah diluruskan dan di
berikan penyuluhan lengkap oleh petugas pemungutan pajak , termasuk pemerinntahan
desa koto tuo.
Indikator Sikap Pelaksana, Sikap Pelaksana dalam pencapaian kebijakan
Kepala Desa dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bagunan di Desa Koto Tuo sudah
sangat baik dalam merespon dan menanggapi pembayaran pajak bumi dan bangunan di
Desa Koto Tuo masyarakat wajib pajak memberikan tanggapan dan respon yang baik
terhadap kebijakan Kepala Desa dalam meingkatkan pembayaran pajak bumi dan
bangunan.
Kesimpulan
Kebijakan Kepala Desa Belum Meningkat Kesadaran Masyarakat untuk
membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan
Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
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